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BUPATI MUARA ENIM
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KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 51 TAHUN 2001
TENTANG

PEMEBENTUKAN ORGANISABI DAN TATA KERJA AKADERI
KEBIDANAN PEMERINTAH KARUPATEN MUARA FNIM

BUPATI MUARA ENIM

Menimmbang : a babwa dengan telah diterbitkannya Izin Penyelenggaraan °

Mengingat

Akadtemi Kebidanan Pemerintah Eabupsten Muara Enim
sesuai dengan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga
Eeschatan Departemen Keschatan dan Kescjahteraan Sosial
Republik Indonesia tanggal 22 Februari 2001 Nemor : HK.
00.06.1,1.041% makas perlu ditetapkan Pembentukan

Organisasi dan Tata kerjanya ;

b. hahwa dalam rangka pelaksanasn Program - Pelayanan
Keschatan dan pemingkstan mutu Teoagas Hesehatan sesuad
dengsnn  kebutuban dan  perkembangan masyarakat
dipandang perin untnk menyelenggarakan Pendidikan

Alrademi Kebhidanan.

Akademi Kebidan&gn Pemerintah Kabupaten Miuara Endirn.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tabun 1959
tentang Pembentukan Dacrah Tingkat I dan Kotapraga di
Sumatera Selatan (| Lembaran Negara Repubhk Indonesin
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 18217 ;

Negara Republik Indonesia Nomor 38359 § ;

Momor 3848 } ;

4. Peratiiran ...

bahwa berdssarkan pertimbangan secbagaimsna dimaksud
huruf & dan b diatas, perlu menetaplkan Eeputnsan Bupati
Muara Enim tentang Pembentmban Organisasi dan Tata kerja

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999
tentatg Pemermitahan Daerah | Lembaran MNegara Republik
Indonecsia Tabhumn 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran

Undang-undang Republik Iodonesia Nomor 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan Kenangan smtara Pemerintah Pasat dan
Daerah [ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia



Menetaplkan

e

4. Persturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2000 tentang Kewenangsn Pemerintsh dan Kewenangan
Propinsi sebagai Daerah - Otonom [ Lembaran Negara
Republik Indonesiz Tahun 2000 Nomor 54, Tamhahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 § ;

£

Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia Nomor 84
Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
{ Lembaran Negara Repuoblik Indonesia Tahun 2000 Nomor
165) ;

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tchnik
Penyusunan Peraturan Perundang-undengsn dan bentuk |
Hancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah, dan Rancangsn Keputusan Presiden ;

7. Keputnsan Menteri Keschatan Republik Indonesia Nomer
HAR.02.02.3.1.0476.A tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Program Pendidikan Diploma {lf Keschatan :

8. Peraturan Dacrah Kabupaten Miiara Enim Nomeor 16 Tahun
2000 tentang HKewenangan Pemerintah Kabupaten Muara
Emim [ Lembaran Daerah Kebupaten Muara Enim Tahun
2000 Nomor 26 ).

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISAST - DAN  TATAKERJA AKADEMI KEBIDANAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
BAB !
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan

. Daerah adalah Kabupaten Mugra Enim :
- Pemerintah Kabupaten adslsh Pemerintah Kabupaten Muara

Erim ;

Bupati adalab Bupat Muars Enim ;

Dmas Keschatan adalah Dinas Keschatan Kabupaten Muara
Enim ;

hepala  Dinas Keschatan adalah Kepala Dinas Keschatan
Kabupaten Muara Enim .

Akademi Kebidanan adalah Akademi Kebidanan
Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;

Direktur adalah Direktur Akademi Kebidanan Pemerintah
Kabupaten Muara Enim.

BAB IT............
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BAB Il
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGS]

Pasal 3

(2} Aﬁdﬂmiﬁ:hﬂmﬁndipimpdnulchmﬂhukmrmgh&aﬂaﬂi
bawah dan ' jmuhkepadaﬂupaﬁm:hhﬁ&pﬂlaﬂium

| Pasal 4
pendidikan Diploma I Kebidanan dengan menggunakan Kurikuhim
y&nghﬂhkuguunmenghuin:antmngaﬁhﬁ Madya hidang Kebidanan,

Pasal 5

SUSUNAN ORGANISAS]
Pasal 6
(1} Akademi Kehidanan terdiri dari :
&, D:In:ktm—




R | _-q._ o h

!

Direktur ;

Sub Bagian Administrasi :

Sub Bagian Akademi dan Kemahasiswaan ;
Unit Perpustakaan ;

Unit Lahoratorium ;

Unit Asrama ;

Dosen.

P e e o T

(2} Bagan Struktur Organisesi Akesdemi Kebidanan schagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 7

Direktur mempunyai tugas memimpin pmy:knggmm pendidikan,

penelitian  dan  pengabdian pada masyarakat, membina tenaga
pendidikem, Mahasiswa, tenaga Administratif, dan Adminisirasi

Fhﬂalﬂ

Sub Bagian Administrasi memmpunyai tugas membantu Direktur dalam
pelaksanaan  kegiatan dibidang Kenangan, Administrasi umum,

- Kepegawaian dan Perlengkapan.

Pasal ©

. Sub Bagian Administrasi terdiri dari :

a. Urmsan Umum ;

b. Urusan Keuangan.
Pasal 10

{1) Urusan Umum incpunyai tugas melaksanakan pengelolaan
administrasi kepegavwaian, pengelolaan surat menyurat, kearsipan.,
pengelolaan ssrana dan prasarana pcrlc:ngknpnn. inventarisasi
harang dan pelaporan.

{2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
adminstrasi keuangan, pembukuan dan pelaporan.

Pasal 11

Sub Bagian Akademi dan kemahasiswaan mempunyai tugas membanto

Direktur dalam pelaksansan pendidikan, Penelitiasn, Pengabdian
Masyarakat, Pembinsasan Kemahasiswaan dan Pelayanan Kesejahteraan

‘Mahasiswa..

Pasal 12
Sub Bagian Akademi dan Kemahasiswaan terdiri dari :

a. Urussm Akademi ;:
b Unmanﬁcmahaﬂinwunn

(1} Urusan ............



. “pasal 13

(1} Urusan Akademi mempunyai tuges melaksanakan pengelolaan
kurikulum pendidikan teori dan prakick serta peogevaluasian hasil
belajar dan pelaporan ; _

(2) Urusan Kemahsasiswaan mempunvai tugas pﬂlﬂlmanﬂﬂn Registrasi
Mahasiswa, pemantauan kegistan Mahm pembimbing

Pasal 14

Unit Perpustakaan mempunysi tugas melaksenakan administrasi
perpustakaan, pelayanan perpustaksan, pemelihavaan bahan pustaka,
pengadaan sarana dan kelengkapan perpustakaan serta Pelaporan.

Pasal 15

| Unit Laboratorium mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan
laboratorium, penyiapsn alat - alst pmktek [ Simulasi dan
pemelibaraan kelengkapan laboratorium.

Pasal 16

dalam asrama, menjaga ketertiben asrama, mengatur jadwal kegiatan
astama serta menyusun pelaporan.

Pasal 17

Dosen mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran
berdasarkan Kurilmium dan ketentuan yang berlaku.

BABV
TATAKERJA
Pasal 18

(1} Dalam melaksansken tugasnya Direktur , Kepala sub Bagian,
Kepala Urusan, Eepala Unit dan Dosen wajib menerapkan prinsip
Kordinasi, Integrasi dan Singkronisasi baik dalam lingkungan unit
kerjanya maupun dengan unit terkait ;

(2) Direltur wajib mengawasi bawahannya, mengkordinasilean
hawahanya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pchhmmhmmhmhmyudanhfhﬁ:ﬂnﬂipmﬁmpmmqu
mengambil langkah - langkah sesuai dengan pemturan Vang
berlaku.

(3} Setiap pimpinen satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk - petunjuk dan bertanggung jewab kepada atasan masing-

. B-I.J-E .‘Tr[ I'.|'| arr
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BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 19

[1) ﬂ:lltl:tur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala
Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku :

(2} Kepala Sub Bagian, Kepsla Urusan, Kepala Unit diangkat dan
diberhentikan oléh Bupati stas wsul Direltur  sesusi dengan
ketentuan yang berlaku ;

BAB VI
PENUTUP
Pasal 20

H&Myﬂghﬂﬁmdhmmmmmmmw

pzhmn}maknn ditetapkan tersendiri oleh Bupati. :

Pasal 21
Keputusan ini mulai berdaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya sctiap orang depat mengetehuinya, memerintahkan

Daerab Kabupaten Muara Enim, : '

Ditetapkan di - Muara Enim
pada tanggal 4 mag 2001

WPEW :

&
AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan  di  Mu#ra Enim R B
pada tanggal 4 Jai 2001 .

SEKRETARIS DAEEAH KABUPATEN
MU ENIM '

-~

ERKN ROBAIN SIROD

H"n " LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR 54
AT .-
S o

o

S




CIREKTUR

i SUB BAGIAN
1 ADMIMISTRAST

- UNIT
PERPUSTAKAAN

LABORATORIUM

S

Dhundangkan di Muara Enim
Pacs Tangga! 4 Juli 2001
SEKRETARJS DAERAH

e

DOSEN

ROBAIN SIROD .
DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR




